BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah disampaikan sebelumnya dapat ditarik dua buah

kesimpulan, yaitu :

1. Ditinjau dari perjanjian kredit yang melibatkan para pihak dapat
diketahui bahwa surat keputusan pengangkatan ASN termasuk
mempunyai ciri sebagai jaminan kebendaan dalam hal ini fidusia, serta
jaminan perorangan dengan melihat adanya pengalihan hak dari
asuransi yang mungkin didapat oleh debitor. Dalam kaitannya dengan
prinsip 5C khususnya Collateral, surat keputusan pengangkatan ASN
tidak dapat dijadikan suatu jaminan yang layak. Karena surat keputusan
pengangkatan ASN mempunyai sifat individual serta final, yakni surat
tersebut hanya berlaku bagi pihak yang namanya tercantum dalam surat
tersebut. Sehingga pihak Bank selaku kreditor tidak dapat menjual serta
mengalihkan surat keputusan pengangkatan ASN tersebut kepada orang

lain.

Hanya saja pihak Bank mempunyai pertimbangan lain dalam pemberian
kredit bagi pegawai ASN, karena pada dasarnya tidak semua prinsip 5C
harus dipenuhi. Dan juga mengingat statusnya sebagai pegawai ASN
serta dengan besaran gaji pokok yang didapat setiap bulannya, pihak
Bank mempunyai keyakinan lain terhadap kreditor. Belum lagi pihak
Bank yang diberikan kuasa untuk memotong gaji yang didapat oleh
debitor serta adanya pengalihan hak dalam asuransi jiwa yang dimiliki
oleh debitor membuat pihak Bank yakin bahwa kemungkinan terjadinya

wanprestasi dari debitor dapat diminimalisir sekecil mungkin.
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2. Sebagai langkah awal untuk mengantisipasi terjadinya wanprestasi,
dalam perjanjian kredit yang melibatkan para pihak, Bank selaku
kreditor mewajibkan para debitornya dalam hal ini pegawai ASN,
untuk membuat asuransi jiwa sebagaimana ketentuan yang telah
dibuat oleh pihak kreditor. Pada perjanjian tersebut disebutkan pula
secara tegas mengenai pengalihan hak kepada pihak Bank selaku
kreditor sebagai pihak yang menerima hak-hak debitor sesuai dengan

apa yang telah diperjanjikan dalam asuransi jiwa tersebut.

Selain itu apabila debitor wanprestasi akibat mengundurkan diri,
dipecat, atau dipindah tugaskan keluar wilayah tempat Bank
memberikan kredit, maka pihak debitor harus sesegera mungkin untuk
melunasi utang tersebut. Akan tetapi apabila debitor tidak segera
melakukan pelunasan maka pihak Bank akan melakukan mediasi
untuk mencapai kata sepakat dalam hal penyelesaian masalah yang
terjadi diantara para pihak. Dan apabila dalam mediasi tidak tercapai
kata sepakat maka pihak Bank dapat mengajukan wanprestasi ke

Pengadilan Negeri tempat dimana Bank tersebut berkedudukan.

5.2 Saran

Adapun saran dari penulisan hukum ini yaitu :

1. Meskipun pihak Bank mempunyai pertimbangan lain dalam pemberian
kredit dengan jaminan surat keputusan pengangkatan pegawai ASN,
alangkah baiknya pihak Bank meminta jaminan lain diluar surat
keputusan pengangkatan ASN kepada debitornya. Hal ini dilakukan
guna mempermudah pihak Bank untuk mendapatkan dananya kembali
dari kredit yang diberikan karena Bank selalu penghimpun serta
penyalur dana kepada masyarakat selalu memerlukan dana di setiap

waktunya.
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Sebagai langkah nyata jaminan tambahan yang dapat diberikan, bisa
berupa dana pensiun dari pegawai ASN tersebut, atau jaminan tambahan
berupa corporate guarantee yang mana atasan dari pegawai ASN
tersebut menjadi penjamin atas kerugian yang diderita oleh pihak Bank
selaku kreditor. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah membuat aturan
yang semakin jelas mengenai jaminan, hal ini guna meminimalisir

kerugian yang akan diderita oleh pihak Bank.

. Selain itu dengan adanya jaminan tambahan lainnya, baik berupa dana
pensiun yang mungkin didapat oleh pegawai ASN atau berupa
corporate guarantee yang mana atasan dari pegawai ASN sebagai
dalam jabatannya yang akan menjadi penjamin utang debitor tersebut.
Akan tetapi alangkah lebih baiknya apabila pihak debitor meberikan
jaminan lain baik berupa hak tanggungan maupun fidusia. Dengan
adanya hal tersebut diharapkan dapat membuat pihak Bank menghindari
upaya-upaya hukum yang harus ditempuh, seperti mediasi atau bahkan
yang terburuk adanya gugatan di Pengadilan yang diakibatkan oleh
debitor yang tidak segera melakukan pembayaran dikarenakan debitor
tersebut mengundurkan diri, dipecat, atau dipindah tugaskan keluar
wilayah tempat Bank memberikan kredit. Karena proses mediasi atau
gugatan yang berlarut larut justru dapt merugikan pihak Bank karena
pengembalian dana kredit pun akan semakin lama, padahal pihak Bank

selalu memerlukan dana setiap saat.
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